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_Juan untuk  melakukan
as teks prinsip good corporate
1 dengan menggunakan
ekonstruktif Derrida atas teks.
s corporate governance di
i tertuang dalam pedoman
Governance  Indonesia
oleh Komite Nasional
Lovernance terdiri dari lima azas
- transparansi,  akuntabilitas,
independensi dan kewajaran
Pembacaan  dekonstruktif
scbagai alat untuk
dan mengkritik model ini.
B analisis, pencliti membuat
isi prinsip vang mencakup tiga
2 Eejujuran, akuntabilitas suci dan

E ."3

2 kunci: prinsip, good corporate
e, dekonstruksi

SDAHULUAN

angan vang tak kunjung padam
kan Kita untuk mempertanyakan
id corporate governance (GCG)
diterapkan sclama ini. Diawalai
i« market crash pada tahun 1929
emudian dilkull beberapa kasus lain

MENGGAGAS KEMBALI PRINSIP GOOD CORPORATE
¥ GOVERNANCE
(Sebuah Refleksi Melalui Pembacaan Dekonstruktif)

vang tidak kalah menghebohkan. Kasus-
kasus Enron, Worldcom Xerox, Global
Crossing, Adelphia Communication, Merck
dan Arthur Anderson adalah contoh dari
skandal di tingkat internasional. Penyebab
terjadinya kasus-kasus ini bukan hanya
manipulasi laporan keuangan, tetapi skandal
multidimensi yang melibatkan politisi dan
pemimpin terkemuka Amerika Serikat.
Banyak politisi di Scnat Amcrika yang
menerima kucuran dana politik dari Enron.
Mamun inilah ciri dari sistem kapitalisme.
Skandal Enron menguntungkan segelintir
orang yang oportunis yaitu pemegang
saham mavoritas, direksi, komite audit dan
manajer kunei, serava mengorbankan ribuan
karyawan, dana pensiun  perusahasn,
pemodal publik dan kreditur (Kelana Jaya.
2002).

Di Indonesia skandal keuangan
hampir terjadi sepanjang waktu. Skandal
vang tetjadi akhir-akhir ini adalah skandal
Adaro, Bank Century dan markus pajak.
Adaro telah melakukan frasfer pricing
dengan menjual batu bara kepada salah satu
perusahaan terafiliasi dengan harga rendah.
Pendapatzn yang dilaporkan tentu saja jauh
lebih kecil dari yang seharusnya. Kerugian
yang diderita negara mencapai milyaran
rupiah. Kasus bank Century merupakan
salah satu kasus skandal keuangan yang
sampai saat ini masih belum terselesaikan.
Bank Century memperoleh dana talangan
dari nepara dalam jumlah besar, atas dasar
alasan pengaruh sistemik. Diperkirakan

iy ~'|J"I‘::'.‘-'I\-.::



bank Century telah melakukan manipulasi
keuangan. Belum reda kasus bank Century,
muncul kasus vang tidak kalah besarnya.
Makelar kasus perpajakan telah terjadi di
Jakarta dan di Surabaya. Tidak hanya di dua
kota besar tersebut, kemungkinan besar
kasus ini ada di setiap kota di Indonesia.
Kasus ini telah menyeret beberapa nama
pegawai pajak, yang paling menghebohkan
adalah Gayus Tambunan. Perusahaan yang
pernah ditangani Gayus diantaranya adalah
scjumlah perusahaan besar. Di samping itu
beberapa nama penegak hukum juga
tersangkut. Ada yang berasal dari institusi

kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
Scmuanya ini  melibatkan manipulasi
keuangan.

Ada pertanyaan besar terkait dengan
kondisi ini. Ada apa dengan GCG nya?
Kalau semua perusahaan dan instansi sudah
menerapkan GCG, bukankah hal ini tidak
akan terjadi. Apakah ada yang salah dengan
konsep GCG atau faktor manusia yang
mengimplementasikannya. Apakah memang
benar apa yang dikatakan Soesastro (2002)
seperti dikutip dari Rusdiyanto (2002)7
Sebenarnva di Indonesia saat ini sudah tidak
ada pemerintahan lagi. Kondisi sckarang ini
akibat ketidakjelasan dan ketiadaan vision,
leadership. government, sense of urgency
dan reform. - Untuk menciptakan GCG
tampaknya harus=dilakukan melalw suatu
proses transformasi internal organisasi yang
menfokuskan pergeseran secara
fundamental pada people management,
nilai-nilai, pola kerja. budaya organisasi dan
pola pikir (mind set). Persaingan yang
tajam, perubahan teknologi yang cepat,
perubahan lingkungan yang radikal terjadi
hampir pada semua aspek kehidupan
organisasi dan masyarakat.
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B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka
dipandang perlu untuk menelaah kembali
konsep GCG vang selama ini kita pakai.
Bagaimana cara menclaahnya dan seperti
apa hasilnyva? Artikel ini berusaha
melakukannya dengan pembacaan atas teks
prinsip GCG dengan menggunakan filsafat
dekonstruktif Derrida.

C. PEMBAHASAN

1. Good Corporate Governance
Corporate Governance hisa
diibaratkan sebagai salah satu pilar yang
menopang berdirinya scbuah bangunan.
Kokohnya pilar menentukan kekuatan dari
bangunan vang bersangkutan. Kokohnya
pilar tergantung dari jenis dan kualitas
bahan vang dipakai. Prinsip corporate
governance  menurut  OECD  adalah
perlindungan terhadap hak pemegang
saham. perlakuan yang sama diantara
pemegang saham, pengakuan hak para
stakeholder sesuai dengan ketentuan sesuai
dengan ketentuan undang-undang dan
mendorong kerjasama yang aktif antara
perusahaan dan dengan stakeholder dalam
menciptakan kemakmuran, lapangan kerja
dan kelangsungan perusahaan, keterbukaan.
serta pertanggungjawaban dewan komisaris:
dan dewan direksi.
Hakikat corporate governance dapat
ditelusuri melalui dua sisi, yaitu dimenst
teoritis-akademis dan praktik-historis (Tiss
BPKP, 2003). Berdasarkan dimensi teoritis=
akademis corporate governance muncul das
konsep awal adanya pemisahan antass
financial provider (pemegang saham)
manajemen. Konsep ini melahirkan
keagenan scperti yang dikemukakan oleS
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md  Meckling (1976). Masalah
E= timbul  karenma  perbedaan
sean dan asimetri informasi antara
= saham dan manajemen serta
k lain yang berkepentingan, serta
menulis kontrak yang
seluruh  agen/kelompok
1995).  Asimetri  informasi
tan masalah bahaya moral (moral
manager mempunyai insentif
kepentingannya sendiri atas
ang saham. Asimetri informasi
akan masalah adverse selection
or tidak dapat melihat nilai
usahaan vang benar. Informasi
mpurna  mengenai  kualitas
dan nilai ekonomi perusahaan
risiko keagenan lebih besar
pada pemegang saham.
al meminta premium karena
risiko keagenan, yang secara
ningkatkan  biaya  modal
Asbahbaugh. 2004),
erminologi corporate governunce
§  sebagai alat, mckanisme dan
¢ vang dipakai untwk mengecck
®  managerial yang self
untungkan diri sendiri (John
1998). membatasi perilaku
! manager,  memperbaiki
'ormasi perusahaan {Asbahbaugh,
‘&an menata hubungan antara semua
agar  kepentingannva  dapat
dasi secara seimbang. (Tim BPKP,
ksi kepentingan yang tertata
n perusahaan juga memerlukan
ayaan, integritas upaya yang
ingguh dan kemauan dari seluruh
AT perusahaan Tujuan
perilaku  self-serving  adalah
okatkan efisiensi operasional
Alat yang digunakan untuk

mengurangl  perilaku  selfeserving  dan
memperbaiki  akuntabilitas tidak  dapat
elisisen, jika alat tersebut menghambart
perbaikan kinerja perusahaan.

Berdasarkan  dimensi  praktis-
historis, berbagai peristiwa yang dialanu
dunia bisnis baik di luar negeri maupun di
dalam negeri telah mendorong praktik
corporate governance yang baik, Peristiwa
tersebut adalah stock market crash pada
tahun 1929 di Amerika Scrikat, krisis
keuangan Saving & Loan, skandal Bank of
Credit and Commerce= International,
demokratisasi di berbagai negara dan krisis
di Asia pada awal tahun 1997,

Keberhasilan dari prakiik corporate
governance perusahaan publik tidak terlepas
dari adanya schuah peraturan. Ada tiga
tantangan fundamental yang saat ini
dihadapi oleh pembuat peraturan publik
(Coglianese dkk.. 2004). Pertama adalah
siapa vang seharusnya membuat peraturan,
pemerintah  atau  self-regularion  seperti
NYSE, NASD atau BEL Tantangan kedua
adalah bagaimana mengaturnya. Pembuat
peraturan menghadapi dua pilihan yaitu
membuat prinsip atau peraturan corporaic
governgnce. Tantangan ketiga adalah
bagaimana caranya agar prinsip atau
peraturan  tersebut dilaksanakan. Semua
pilihan ada kelebihan dan kekurangannya.
Analisis yang lebih mendalam perlu
dilakukan untuk memilih berbagai alternauf
terscbut  agar  penerapan  corporale
governance dapat mencapai tujuannya.

Berbeda dengan corporate
governance , good corporate governance
(GCG) merupakan praktek terbaik yang
biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang
berhasil vang mengacu pada bauran antara
alat, mekanisme dan stuktur  yang
menyediakan konirol dan akuntabilitas yang
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dapat meningkatkan economic enterprises
dan kinerja perusahaan (Tim BPKP, 2003)
serta mendorong perusahaan melakukan
penciptaan nilai yang diproksi dengan
kinerja masa depan (Kelley dkk, ). Praktek
terbaik ini mencakup praktik bisnis, aturan
main, struktur proses dan prinsip yang
dimiliki. GCG merupakan syarat bagi
perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan
bagi investor di pasar modal. Perusahaan
dengan corporate governance vang baik
akan dapat meningkatkan nilai perusahaan
bagi pemegang saham. Hal ini karena visi.
misi dan strategi perusahaan dinyatakan
secara jelas, nilai-nilai perusahaan serta
kode etik disusun untuk memastikan adanya
kepatuhan seluruh  jajaran perusahaan.
terdapat  kebijakan untuk menghindari
benturan kepentingan dan transaksi dengan
pihak ketiga yang tidak tepat, risiko
perusahaan  dikelola dengan baik dan
terdapat  sistem  pengendalian  dan
monitoring yang baik (PriceWaterhouse
Coopers, 2000). Penerapan GCG di PT.
Adhi Karya membuktikan hal tersebut.
Dalam periode satu tahun pencatatan di
bursa, kekayaan pemegang sahamnya naik
sampa 613%. Angka ini jauh lebih tingai
daripada pencapaian return yang didapat
dari pasar secara keseluruhan. Secara rata-
rata saham-saham di Bursa Efek Jakarta
membukukan feturn sebesar 56% (Siauw
Hong, 20035),

2. CGG dan Skandal Keuangan
Penerapan good corporate  governance
(GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu
etika dan peraturan. Dorongan dari etika
(ethical driven) datang dari kesadaran

individu-individu pelaku  bisnis  untuk
menjalankan  praktik  bisnis vang
mengutaman kelangsungan hidup

“Local Wisdom Entrepreneurship”

perusahaan, kepentingan stakeholders dan
menghindari Cara-cara menciptakan
keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan
dari  peraturan  (regulatory  driven)
“memaksa”  perusahaan untuk  patuh
terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kedua pendekatan ini
memiliki  kekuatan dan  kelemahannya
masing-masing dan  seyogyanva saling
melengkapi untuk menciptakan lingkungan
bisnis vang seha

Berulangnya  skandal  keuangan
menunjukkan adanya celah dalam peraturan
atau kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh
orang-orang vang tidak bertanggung jawah.
Tetapi sebenarnya ada isu vang lehih
fundamental, yaitu masalah kesadaran moral
dan keTuhanan. Bagaimanapun ketatnya
peraturan apabila tidak didasari dengan
moral vang baik dan kesadaran akan
tanggung jawab kepada Tuhan dalam dig
manusianya, peraturan tinggallah sebuah
peraturan. Tanpa makna. Ditambah lagi jika
peraturan atau kebijakan dibentuk hanya
berdasarkan aspek rasionalitas saja. Model
corporate governance dibentule berdasarkan
rational-choice  theory. Teori  ini
mengasumsikan bahwa individu merupakan
orang vang memaksimasi utilitas atas dasar
kepentingan sendiri, mempunyai  well-
defined dan preferensi yang stabil dan
konsisten. Pilihan atas berbagai alternarif
dilakukan dengan menggunakan rumus
diskonto. Alternatif dengan nilai cxpected
yang tertinggi akan dipilih (Marnet, 2005).

Apabila setiap individu berperilaku
seperti itu, maka akan ada konflik
kepentingan dalam suatu organisasi. Teori
keagenan menunjukkan bahwa konflik
dapat dikurangi dengan mekanisme kontrol
yang merupakan salah satn aspek dalam
model corporate governance konvensional.
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Model seperti ini banyak dikritik karena
menyesatkan  terutama  terkait  dengan
deement dan choice behaviour. Riset
logi  kognitif dan perilaku dengan
sunakan konsep bounded rationality
njukkan  judgement, pengambilan
Seputusan dan perilaku bukan saja subyek
&ani Jogical reasoning, tetapi juga berbagai
keuristic, dan bias kognitif. Bias kognitif ini
munckin mempengaruhi faktor dan tekanan
meéndalam terhadap kesesuaian dengan
npok atau otoritas,
Corporate Lovernance sering
dengan  praktck  kekuasaan
) dalam perusahaan perseroan
s, Satu saham satu suara adalah
m hukum vang tidak saja berlaku pada
‘equaliterian maupun unequaliteria
i juga pada penggunaan sistem
nsi.  Equaliterian  karena  kecuali
. semuz saham mempunyai bobot
Unequliterian karena jika sescorang
ki prosentase modal yang cukup,
dapal bersuara untuk kepentingan
a sendiri dan lalu membuat keputusan
pihak lain. Kalau begitu sistem
tidak menggunakan postulat
dan tidak mampu memberi
asi yang “true dan fair” (Pesqueux,
model corporate  governance
ional dirumuskan dengan
akan ideologi superioritas dari
(pemodal). Corporate governance
an untuk melindungi kepentingan
anp dominan dengan fokus perhatian
onflik kepentingan antara pemegang
dan manajer (Marnet, 2003).
ningkatnya tekanan pemegang saham
salah satu faktor perubahan paling
» dalam profesi akuntan akhir-akhir
elitian Lambert dan Sponem (Z2003)
mjukkan bahwa tekanan pemegang
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saham wvang semakin besar meyebabkan
keenderungan manajemen untuk melakukan
manipulasi  laba. Model corporaie
governance telah mendorong tumbuhnya
perilaku semacam ini. Manipulasi [aba
digunakan sebagai alat manajemen untuk
memperoleh legitimasi vang lebih luas
dan/atau untuk mengadopsi apa vang
mereka klaim sebagai perilaku etis. Hasil ini
sangat jauh berbeda dari  hipotesis
oportunisme vang didukung oleh (eon
akuntansi positif.

3. Prinsip GCG di Indonesia
Berdasarkan pedoman umum  Good
Corporate Governance di Indonesia 2006
vang dirancang oleh KNKG (Komite
Nasional Kebijakan Governance). setiap
perusahaan harus memastikan bahwa asas
GCG diterapkan pada setiap aspekbisnis dan
di semua jajaran perusahaan. Asas GCG
vaim transparansi,
akuntabilitas,responsibilitas.  independensi
serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan
untuk mencapai kesinambungan usaha
(sustainability) perusahaan dengan
memperhatikan  pemangku  kepentingan
(stakeholders). Berikut ini adalah penjelasan
MASINE-MASING 47a8.

1. Transparansi (Transparency)
Prinsip Dasar

Untuk  menjaga  obyektivitas
menjalankan  bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi vang material dan
relevan dengan cara yang mudah diakses
dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan tidak hanva masalah vang
disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan, tetapi juga hal yang penling
untuk  pengambilan  keputusan  oleh

dalam
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pemegang saham, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1.1, Perusahaan harus menyediakan
informasi secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat dan dapat diperbandingkan
serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan haknya.

1.2. Informasi vang harus diungkapkan
meliputi, tetapi tidak terbatas pada, wvisi,
misi,sasaran usaha dan strategi perusahaan,
kondisi keuangan, susunan dan kompensasi
pengurus, pemegang saham pengendali,
kepemilikan saham oleh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris beserta
anggota keluarganya dalam perusahaan dan
perusahaan lainnya,
risiko. sistem pengawasan dan pengendalian
internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta
tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting
yang kondisi
perusahaan.

1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh
perusahaan tidak mengurangi kewajiban
untuk  memenuhi ketentuan  kerahasiaan
perusahaan dengan  peraturan
perundang-undangan, rahasia jabatan, dan
hak-hak pribadi.

1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan
secara  proporsional  dikomunikasikan
kepada pemangku kepentingan.

sistern manajemen

dapat  mempengaruhi

sesuai

2. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat
memperlanggungjawabkan kinerjanyva
secara (ransparan dan wajar. Untuk itu
perusahaan harus dikelola secara benar,
terukur dan sesuai dengan kepentingan
perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan gaham  dan
pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas

pemegang
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merupakan prasyarat yang diperlukan untuk
mencapai kinerja yang berkesinambungan,
Pedoman Pokok Pelaksanaan

2.1. Perusahaan harus menetapkan rincian
tugas dan tanggung jawab masing-masing
organ perusahaan dan semua karyawan
secara jelas dan selaras dengan visi, mnisi.
nilai-nilai perusahaan (corporate values),
dan strategi perusahaan.
272, Perusahaan harus meyakini bahwa
semua organ perusahaan dan  semua
karvawan mempunyal kemampuan sesual
dengan tugas, tanggung jawab, dan
perannya dalam pelaksanaan GCG.
2 3. Perusahaan harus memastikan adanya
sistem pengendalian internal yang efektif
dalam pengelolaan perusahaan.
2.4. Perusahaan harus memiliki ukuran
kinerja untuk semua jajaran perusahaan
vang konsisten dengan sasaran usaha
perusahaan, serta  memiliki  sisiem
penghargaan dan sanksi (reward and
punishment system).
25 Dalam melaksanakan tugas dam
tanggung  jawabnya, organ
perusahaan dan semua karyawan harus
berpegang pada etika bisnis dan pedomsas
perilaku (code of conduct) yang telals
discpakati.

3. Responsibilitas (Responsibility)
Prinsip Dasar

Perusahaan harus  mematuhi  peraturss
perundang-undangan  serta melaksanakas
tanggung jawab terhadap masyarakat d=
lingkungan sehingga dapat terpelihas=
kesinambungan usaha dalam jangka panjans
dan mendapat pengakuan sebagal g
corporate citizen.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

3.1. Organ perusahaan harus berpe
pada prinsip kehati-hatian dan mem
kepatuhan terhadap peraturan perun:

setiap




anggaran dasar dan peraturan
 (by-laws).
rusahaan  harus  melaksanakan
jawab sosial dengan antara lain
adap masyarakat dan kelestarian
an terutama di sekitar perusshaan
 membuat perencanaan  dan
anaan yang memadai.

-pendensi (Independency)
asar
nearkan pelaksanaan asas GCG,
harus  dikelola  secara
sehingga masing-masing organ
~tidak saling mendominasi dan
diintervensi oleh pihak lain.
*opkok Pelaksanaan
-masing organ perusahaan harus
ari terjadinya dominasi oleh pihak
tidak  terpengaruh  oleh
n tertentu, bebas dari benturan
(eonflict of interest) dan dari
h atau tekanan, sehingga
keputusan dapat dilakukan
g-masing organ perusahaan harus
SEna fungsi dan tugasnva sesuai
B anggaran dasar dan peraturan

undangan, tidak saling
si dan atau melempar tanggung
satu dengan yang lain,

an dan Kesetaraan (Fairmnesy)
Sar

- melaksanakan keglatannya,
ssan harus senantiasa memperhatikan
i pemegang saham  dan

su kepentingan lainnya berdasarkan
an dan kesetaraan.
okok Pelaksanaan
usahaan  harus  memberikan
patan kepada pemangku kepentingan
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untuk  memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan
perusahaan serta membuka akses terhadap
informasi sesuai dengan prinsip transparansi
dalam lingkup kedudukan masing-masing.
5.2.  Perusahaan  harus  memberikan
perlakuan yang setara dan wajar kepada
pemangku  kepentingan  sesuai  dengan
manfaat dan kontribusi vang diberikan
kepada perusahaan,

53, Perusahaan  harus  memberikan
kesempatan yang sama dalam penerimaan
karvawan, berkarir dan~< melaksanakan
tugasnya  sccara  profesional  tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan,
gender, dan kondisi fisik.

4. Pemahaman atas Filsafat

Dekonstruksi Derrida

Dekonstruksi bukan metode tertentu
atau program sistematis, melainkan cara
membaca teks vang menunjukkan pengaruh
dan ketergelincirannya: detail-detail kecil
vang terlampaui alau menghilang yang
mensugestikan pandangan lain dan tafsiran
yang mungkin. Teks adalah tulisan atau
sistem pemikiran atau apapun namanya
yang berupaya membakukan makna,
memberi tafsiran tunggal terhadap realitas,
atau menghadirkan satu model pembacaan
atas segala sesuatu. Menurut Derrida
dekonstruksi merupakan strategi pembacaan
teks; atau strategi tekstual yang hanya bisa
diterapkan langsung jika kita membaca teks.
Pihak vyang berusaha memberi definisi
“dekonstruksi” justru orang lain yang telah
mengamati/mempelajari “strategi
pembacaan” teks yang dilakukan Derrida
(Riduwan,2009).
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Dekonstruksi berarti menggoyang,
menjungkirbalikkan, mencemaskan, tetapi
hanya mengobrak abrik dengan tujuan
memberi peluang membangun hal-hal baru
dan menemukan makna baru serta membuka
pemikiran vang tertutup. Dekonstruksi pada
dasarmva  pertanyaan “apakah  esensi
(dari)....? (O'Donnell, 2003). Dekonstruksi
merupakan suatu pembacaan ganda, yang
menggambarkan cara-cara dimana jenis-
jenis dalam tcks yang dianalisanya
mempersoalkan dasar teori. Dekonstruksi
menggunakan sistem dari konsep yang ada
di dalamnya yang mana teks berfungsi
menghasilkan perintah seperti differance
serta supllemen (Sturrock, 2004).

Menurut Al-Fayadl (2005)
pembacaan dekonstruktif mengarah pada
hermeneutika radikal sedangkan pembacaan
biasa mengarah pada hermencutika
tradisional (Riduwan, 2009). Hermeneutika
tradisional mencari makna sebenarnya dari
teks, kadang-kadang berusaha menemukan
makna vang lcbih benar, atau minimal
berharap akan memperoleh makna di
kemudian hari. Hermeneutika dekonstruktif
menvajikan tafsir akan teks dan realitas,
tetapi tidak berpretensi menjadikan tafsir itu
sebagai  satu-satunya  pemjelas/pemikir
oloritas yang sepenuhnya menguasai apa
yang dihadapinya. Pembacaan dckonstruktif
bukan melihat =teks dari struktur yang
membentuknya tetapi menemukan kekuatan
teks vyang diselubungi. direpresi, dan
dimanipulasi oleh logika formal yang
menjadi perandaian teks.

Langkah Mendekonstruksi Teks

Dekonstruksi  Derrida  terhadap  teks
dilakukan dengan apa yang diistilahkan
pembacaan  kritis dan  pembacaan
dekonstruktif. Rodolphe Gasche mencoba
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mensistimasi tiga langkah dekonstruksi
Derrida terhadap teks (Riduwan 2009).

1. Mengidentifikasi hirarki oposisi
dalam teks, bisa dilihat dari vyang
mana peristilahan yang
diistimewakan secara sistematis dan
mana yang tidak.

2. Opsisi-oposisi itu ditulis dengan
menunjukkan adanva zaling
ketergantungan  diantara = yang
bertentangan tersebut, dengan kata
lain keistimewaan masing-masing
istilah yang beroposisi dibalik.

3. Memperkenalkan scbuah istilah atau
sagasan baru vang lemyata tidak
bisa dimasukkan ke dalam kategori
oposisi.

5. Pembacaan Dckonstruktif atas

Teks Transparansi

Berdasarkan penjelasan atas prinsip
transparansi, teks ini memberi
keistimewaaan pada konsep obyekfivitas.
informasi yang material dan relevan.
Oposisi dari ketiganya adalah subyektifitas.
tidak relevan dan tidak material. Memberi
tempat istimewa pada konsep obyektifitas
membawa konsckuensi bahwa informasi
yang disediakan harus sesuai dengan bukli
yang ada, mengabaikan nilai kebenaran dari
bukti tersebut. Kebenaran tentu saja
merupakan sesuatu yang subyektif karena
tergantung pada keyakinan atau keimanan
dan hati nurani.

Transparansi atas dasar obyektifitas
bisa jadi digunakan untuk melegitimasi
kedudukan atau mempertahankan status
quo. Perusahaan yang sudah menyediakan
informasi secara (transparan dipandang
sebagai perusahaan yang kredibel. Padahal
belum tentu informasi vang disediakan itu
benar. Kasus manipulasi laba merupakan
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contoh konsekuensi dar
Laba yang dilaporkan memang
1 dengan bukti yang ada. Tetapi
bukti-bukti yang dibuat tidak
an kenyataan vang sebenarnya.
faktur penjualannya dibuat
- mundur atau maju. Contoh lain
m  ketika perusahaan membeli
mesin seharga Rp. 100 juta, sudah
k biaya pengiriman dan pemasangan
menunjukkan harganya memang Rp
1) dengan prinsip transparansi maka
juta inilah yang akan disajikan
informasi harga perolehan mesin.
dekonstruksi teks Derrida harga
an mesin 100 juta ini merupakan
jejak. Ada jejak yang lain yang
kan. Misalkan dibalik transaksi
ada kcjadian lain. Bagian
an. memperoleh cash back 10%
saja 10% ini masuk ke kantong) 10%
dimaksukkan dalam dokumen.
: Nilai kebenaran vang merupakan
gor subyektifitas inilah yang dihilangkan
plam prinsip transparansi. Jika kita jujur
o percaya bahwa cash back adalah bukan
kita, maka harga perolehan mesin kita
miormasikan sebesar 90 juta. dan uang 10
kita kembalikan ke perusahaan.
dian untuk materialitas dan relevansi,
anva merupakan hal wvang sangat
ktif. Tidak material dan tidak relevan
salah satu pihak belum tentu dipandang
g sama oleh pihak yang lain.

Oleh karena itu dalam perusahaan
“yang penting bukanlah prinsip transparansi,
- materialitas dan relevansi, tetapi kejujuran.
Kejujuran manajemen perusahaan dalam
tindakan dan kata-kata. Kejujuran berarti
- betindak yang benar dan mengatakan yang

benar. Benar yang dimaksud di sini adalah
kebenaran universal. Jadi gagasan baru yang
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adalah  prinsip
pengganti  atas

diusulkan penulis
KEJUJURAN  schagai
prinsip lransparansi.

6. Pembacaan Dekonstruktif atas
Teks Akuntabilitas dan
Responsibilitas
Akuntabilitas menurut Perk (1993)

berhubungan dengan pertanyaan:  siapa
fwho) yang berakuntabel, kepada siapa (ro
whom), bagaimana (how) dan untuk apa (for
what) berakuntabel. Menurut prinsip GCG.
akuntabililas dan responsibilitas dilakukan
oleh perusahaan untuk
mempertanggungjawablkan kinerjanya

secara wajar dan transparan kepada
pemegang  saham  dan  pemangku
kepentingan lainnya, masyarakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara

kesinarmbungan usaha dalam jangka panjang
dan mendapat pengakuan sebagai good
corporate citizen.

Apabila kita mengacu pada pendapat
Perk (1993), maka akumabilitas dan
responsibilitas  harus  bisa menjawab
pertanyaan: siapa (who) yang berakuntabel,
kepada siapa (fo whom), bagaimana (how)
dan untuk apa (for what) berakuntabel.
Jawaban vang diberikan olch KNKG
adalah: vang berakuntabel (who) adalah
perusahaan, kepada (whom) pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya,
masvarakat dan lingkungan, sccara (how)
wajar dan tranparan dan untuk (for what)
kinerjanya/  hasil dari  pengelolaan
perusahaan. Prinsip  akuntabilitas  dan
responsibilitas GCG ini hanya dikaitkan
dengan akuntabilitas dan responsibilitas
horizaontal waitu kepada manusia dan
lingkungkan. Ada vang dioposisikan dalam
hal ini, vaitu akuntabilitas vertikal kepada

S 1
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pemilik alam semesta beserta seluruh isinya.
Dialah Tuhan Yang Maha Esa.
Akuntabilitas horizontal dan vertikal
ini oleh Trivuwono (2003) diistilahkan
dengan akunlabilitas yang suci, yaitu
akuntabilitas vang didasarkan pada nilai-
nilai etika (etika syari’ah). Atau dengan kata
lain, manajemen menyajikan
“persembahan”
yang suci kepada Tuhan, dan sebaliknya
Tuhan menerima persembahan suci ini
dengan ridho. Inilah sebetulnya Dbentuk
“peribadatan” yang nyata dari manusia
kepada (lihat QS. 51:36).
Akuntabilitas suci merupakan spirit dari
praktik bisnis vang dilakukan oleh
manajemen, sehingga akan menghasilkan
praktek governance yang lebih adil. Jadi
penulis mengusulkan  bahwa  prinsip
akuntabilitas  perlu  diganti  dengan
AKUNTABILITAS SUCI  seperti yang
pernah dimunculkan oleh Triyuwono (2003)
ketika tujuan  dasar
laporan keuangan akuntansi syari’ah.

Tuhannya

memformulasikan

7. Pembacaan Dekonstruktif atas
Teks Independen, Kewajaran dan

Kesetaraan
Prinsip  independensi  dijelaskan
schagai bebas dari dominasi dan

kepentingan pihak manapun. Prinsip ini ini
memberi istilah
bebas dari kepentingan vang beroposisi
dengan keberpihakan. Sebaliknya prinsip
kewajaran dan kesetaraan yang berarti
perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan  pemegang  saham  dan
pemangku kepentingan lainnya berdasarkan
asas kewajaran dan kesetaraan, memberi
keistimewaan terhadap istilah keberpihakan
kepentingan yang beroposisi dengan bebas

keistimewaan terhadap

— ?.I:_!
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dari kepentingan Jadilan kedua prinsip ini
saling bertentangan atau beroposisi.

Menurut penulis perusahaan
memang tidaklah harus independen. Setiap
aktivitas perusahaan harus memihak kepada
kepentingan  sosial (masyarakat) dan
berdasarkan pada akhlak dan etika yang
baik serta mengutamakan nilai bukan
materi. Pemegang saham bukanlah yang
memperoleh  prioritas  pertama  untuk
dipenuhi kepentingannya. di atas yang lain
termasuk masyarakal. Sejatinya
kesejahteraan bukan hanya milik seseorang
atau keluarga tertentu. tetapi juga untuk
orang lain secara menyeluruh Agustianto,
2010). Pusat perjuangan manusia bukan
menghitung dan menumpuk harta tetapi
memufuk amal kchaikan yang berbuah
manfaat kepada manusia dalam konteks
kemaslahatan dunia (Harahap, 2010).

Dalam pengambilan keputusan yang
penting bukanlah independensi, tetapi
bagaimana keputusan vang dihasilkan itu
berdampak pada keadilan. Oleh karena itu
penulis mengusulkan prinsip KEADILAN
sebagai pengganti ketiganya. Pengertian
keadilan mencakup keseimbangan,
persamaarn dan nondiskriminasi, pemberian
hak kepada pihak wyang berhak serta
keadilan Tlahi (Muthahhari, 2009, Shihab,
2007). Keseimbangan berarti bahwa setiap
bagian dari perusahaan menuju tujuan yang
sama secara proporsional. Persamaan berarti
memandang semua individu secara sama
rata, tanpa pembedaan dan pengutamaan.
melaksanakan aktivitas harus
didistribusikan diantara anggota masyarakat
dan setiap anggota harus dimanfaatkan
untuk suatu aktivitas secara proporsional,
bukan proporsi yang sctara. Pemberian hak
kepada pihak yang berhak berarti
menempatkan sesuatu pada tempatnya.
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memelihara hak-hak individu dan memberi
hak kepada setiap obyek yang lavak
-menerimanva. Keadilan Ilahi pada dasamya
rahmat dan kebaikan-Nya. Rahmat Tuhan
YME akan diperoleh sejauh makhluk itu
- mampu meraihnya (Muthahhari. 2009,
‘Shihab, 2007).

D. KESIMPULAN
Schuah symbol (teks) tidak akan
pernah  dapat menggambarkan realitas
‘secara utuh. Apa vang kita hadirkan dalam
teks lidak akan pemnah menunjukkan
ealitasnya  (hakckat). Kebenaran akan
selalu bersifat relatif. Seperti artikel inipun
‘adalah teks vang kebenarannya relatif.
‘Semua yang tertulis di sini benar dalam
‘pandangan penulis. Pandangan orang lain
tentu saja berbeda terutama karena pengaruh
sengalaman dan latar belakang pendidikan
serta kehidupan. Perbedaan
‘pandangan/pembacaan akan terus selalu ada
npa ada ujungnya. Seperti halnya bahwa
‘petanda dan penanda merupakan sesuatu
‘vang terpisah. Petanda dan penanda berada
dalam ruang dan waktu yang berbeda. Ibarat
ouah matriks ada banyak kombinasi
tara petanda dan penanda yang akan
ghasilkan sesuatu yang baru.
Demikian juga untuk prinsip GCG,
wang mana antara teks dan realitasnya
Berbeda, Banyak perusahaan yang sudah
senerapkan GCG tetapi dalam realitasnya
h  diwamai  dengan  herbagai
impangan. Perbaikan atas
yimpangan ini dapat dilakukan dengan
emperbaiki leks atau realitasnya. Teks
‘yaitu prinsip GCG dapat diperbaiki dengan
menggunakan  pandangan  yang lebih
solistik seperti halnya yang penulis lakukan
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dalam artikel ini melalui sebuah pembacaan
dekonstruknf.

Pembacaan dekonstruktif
menghasilkan perubahan makna dan istilah
dalam prinsip GCG. Prinsip tranparansi
diberi istilah dan dimaknai sebagai
kejujuran, Kejujuran dalam menyampaikan
informasi dan kejujuran dalam bertindak.
Apa yang dikatakan dengan tulisan sama
dengan apa yang ditunjukkan dengan
tindakan.  Scmentara  untuk  prinsip
akuntabilitas  dan responsibilitas  diubah
menjadi akuntabilitas suci. Akuntabilitas
yang di dalamnya sudah mencakup
responsibilitas tidak hanya ditujukan kepada
manusia, telapi juga kepada seluruh alam
semesta dan Tuhan Yang Maha Esa.
Terakhir, prinsip independen, kewajaran
dan  kesctaraan didekonstruksi  menjadi
prinsip keadilan,
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